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Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam
dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya

Oleh:
Nurasiah

Abstrak

Undang-Undang Simboer Tjahaya adalah karya hukum
yang sangat berharga. Kedudukan UUSC sehagai bagian
dari sefarah kerajaan Islam Palembang sekaligns nilas
kehidupan yang sesunggubnya dari rakyat Palembang itu
sendzri terlihat dari keberlakuannya di sepanjang sejarah
kerajaan  Palembang dari mulai berdininya  sekitar
pertengaban abad 16 sampai masa dibubarkannya oleh
pemerintaban Belanda awal abad 19, terus berlanjut di
masa menjadi kolonial Belanda babkan sampai di masa
awal-awal kemerdekaan Indonesia sebelum kemudian
dikeluarkannya  peraturan  fentang  penghapusan
keberlakukan hukum adat di selurnb wilayah negara
kesatuan Indonesia.Sebagai termuan dalam tulisan bahwa
Sampai wakiu yang lama Palembang bar manpy
mengembangkan Islam pada tataran stmbol sepertt gelar-
Lelar sultan, lembaga-lembaga ,égpmgba/umf, bangunan
mesjid dan kegiatan seremonial keagamaan lainnya.

roa. Simboer Tjahaya

o Lesultanan atau kerajaan-
i 5 bad 16 dan

fmasa-masa antact o
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masa ini masih dalam tahap; ‘de koms? (kontak pertama) dan
tahap ‘receprie’ (penerimaan yang didasari motivas telijius) (7.
Nootdyn, 1992;10) ataupun tahap ‘datang’ (terdapatnya bekag
Islam di suatu tempat) dan ‘berkembang’ (mesjid ditemukan)
(Taufik Abdullah, Gadjahnata, 1986; 58).

Abad-abad kemunculan dan betkembangnya kesultanan
Islam ini memang telah menguraikan secara historis signifikansi
Islam dalam kehidupan keagamaan, intelektual dan budavs
masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, orisinalitas dan kontinuitas
Islam yang berkembang dalam abad-abad ini dar maskas
utamanya di Mekah juga telah dibuktikan secara detail baik
melalui penelusuran kontak fisik dan intelektual ulama Indonesia
dengan ulama Timur Tengah (mis. Azyumardi Azra, 1994)
maupun melalui penelusuran kesamaan wacana dan orientasi isu-
isu teologis dan normatif yang berkembang di kedua tempat
tersebut pada masa ini (mis. Riddell, 2001). Artinya, sosialisasi
dan fungsionalisasi Islam dalam abad-abad ini juga mestinya
telah betjalan dengan baik dan sempurna.

Berbagai studi telah dilakukan terhadap berbagai aspek
manifestasi dan fungsionalisasi Islam dalam masyarakat pada
abad-abad kesultanan ini, namun pengkajian terhadap pemikifaﬂ
dan institusi hukum jauh lebih sedikit. Dan kalaupun peﬂgkallfm
terhadap institusi dan perangkat hukum dilakukan, hal itu
seringkali merupakan studi dan sebagai objek budaya ketimbang
suatu studi dengan pendekatan hukum. Padahal, aspek hukum
dan ibadah adalah tolok ukur paling kgitimated dan akurat dalam
meni at sosialisasi dan fungsionalisasi Islam dalam suatt

G St p el ermgkat.perangkat hukum
[slam telah diterima dengac
asyarakat. Sebagal satt
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Makalah ini dimaksudkan sebagsi

pengenalan terhadap pcrangkatghukiisaz arf) c}?ga"’mf sekaligus
undangan salah satu kesultanan [slam palin b:sryad??mndang_
terlsaibut guna memahami keberlakuan iuku;r Islr;ion;:
elaksanaannya dalam masvarak

Eesultanan [slam. o pada abad-abad
: Kera]aag [slam f_’alembang adalah salah sary kerajaan
slam besar di Indonesia yang memiliki keunikan tersendisi
Kegmkannya yang paling utama adalah selain merupakan'
watisan atau peralihan dari sebuah kekaisaran runggal yang
berk1.1asa di seluruh nusantara dan semenanjung melayu Sl
ke‘kalsaran Stiwijaya—artinya telah menjadi panggung‘ sejjarah
se]z%k zaman dahulu kala—kerajaan Palembang juga unik dari
segl kultur dan geopolitisnya sebab walaupun secara geografis
merupakan bagian dati wilayah melayu tetapi secara politis sejak
aw?l berdirinya selalu menjadi bagian dari dinasti-dinasti Jawa,
arunya menjadi pangkalan pertahanan juga corong politik dan
pelestari budaya dari dinasti-dinasti Jawa. Konsekwensinya,
secata budaya kesultanan ini menampakkan corak ‘budaya
petpaduan’ Jawa Melayu yang tetjalin rapi dan mengakar. Lebih
dati iru, dengan posisinya yang hidup dalam dua kebudayaan ini,
corak perpaduan ini juga akhirnya menjadi kepribadian dan
karakter yang khas dari masyarakat dan pemerintahan
Palembang itu sendiri. Kesatu-paduan budaya ini terefleksi
fiﬂl&m mateti undang-undang ‘simboer tjahaya’ yang mereka
Jalankan, juga pada ketidakmampuan Belanda memecah
ke‘lcmpok adat dan agama melalui strategi divide ef imperi mereka.

Undang-Undang Simboer Tjahaya adalah karya hukum
sangat berharga. Kedudukan UUSC sebagai Zagu“ dari
D ang sekaligus nilai kehidupan yang
Pl;l eﬂg;ban;h%:lu sendiri terlihat dﬂ-ﬂ

ang sejarah kerajaan Palembang s
ertengahan abad 16 sampal mass

ahan Belanda awal abad 19, terus

‘L-” Bdmda bﬂhkan smpll‘dl

Jndonesia sebelum kemudian

Edisi 17, Desember 2016
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dikeluarkannya peraturan tentang penghapusan kebetlakukan
hukum adat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesig.
Collins malah mengatakan bahwa dia melihat UUSC ini masih
dipakai di kantor Kabupaten Lahat ketika dia meneliti untyk
disertasinya sekitar tahun 1970-an (William Augustus Collins,
1979;134). Atas dasar otoritas kebetlakuannya tersebut, UUSC
memang merupakan tolok ukur yang cukup akurat untuk
menggambarkan sosialisasi dan fungsionalisasi Islam dalam
kehidupan masyarakat Palembang abad 16 dan 17. Tetapi
permasalahannya, apakah  dikatenakan pemerintah  dan
masyarakat Palembang yang membuat undang-undang tersebut
adalah beragama Islam maka dipastikan bahwa UUSC tersebut

merupakan hasil dan bagian dari pemikiran hukum Islam ?
Pembahasan

Sejarah UUSC

Karena UUSC terkait dengan sejarah kesultanan
Palembang, sekilas akan dipaparkan proses berdirinya kesultanan
Palembang. Sejarah kesultanan bahkan sejarah Palembang itu
sendiri berawal dari keberadaannya sebagai ibukota Stiwijaya.
Artinya, kota Palembang merupakan pusat agama dan
kebudayaan Budha sampai tahun 1414. Setelah Stiwijaya runtuh
kota Palembang menjadi daerah provinsi Majapahit, sebuah
kerajaan Hindu yang berpusat di Jawa sampai sekitar tahun 1500

dengan adipad pertamanya Atio Damar. Kemudian Majapahit

n Patah pada tahun
menjadi protekrorat
b e i 1520
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dibubarkan Belanda pada tahun 1823 (Dari berbagaj sumber
H.M. Ali Amin dalam K.H.O. Gadjahnata, 1986, 72-77. Slame[’
Mulyana, 1968,70); Sevenhoven, 1971, 25), :

Kota Palembang di bawah Kekuasaan Kerajaan2 Jawa

SRIWIJAYA : (sebagai ibukota sampai 1414)
MAJAPAHIT : (Protektorat Majapahit sampai 1490)
DEMAK . (Protektorat Demak dari 1520-1578)
PAJANG + (Protektorat Pajang dari 1579-1595)
MATARAM : ( Protektorat Mataram dasi 1595-1659)
Berditi senditi sebagai

KESULTANAN PALEMBANG : (1659-1823)

Secara  struktural, Palembang memang terus menjadi
wilayah protektorat dati kekuasaan dinasti Jawa yang terus
bergant. Akan tetapi, raja-raja Palembang sejak di bawah
kekuasaan Majapahit sampai dibubarkan oleh Belanda cukup
independen dan berasal dari satu keturunan pula. Dan harus
digarisbawahi bahwa sejak masa Majapahit Pa‘lemb'ang telah :
| dtpeunmh oleh raja-raja yang muslim, mulai Raja An.o pMM
1T R A memeluk agama Islam) dilanjutkan
en Patah—pendiri kerajaan .Islan?
wa adalah salah satu raja dl
sendiri belakangan mengawini
ai dari avah kandungnya,
hit setelah Sri Kertajaya).
epupu ayah Raden Patah,
n dikemukakan adalah
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sekurang-kurangnya 2 abad sebelum resmi menjadi kesultangn
Islam tahun 1659. Untuk lebih jelasnya silsilah tersebut dapat
dilihat dalam skema di bawah ini.

Kota Palembang di bawah Kekuasaan Kerajaan? Jawa

SRIWIJAYA - (sebagai ibukota sampai 1414)
MAJAPAHIT - (Protekrorat Majapahit sampai 1490)
DEMAK - (Protektorat Demak dari 1520-1578)

PAJANG - (Protektorat Pajang dari 1579-1595)

MATARAM : ( Protektorat Mataram dari 1595-1659)

Berdiri sendiri sebagai

KESULTANAN PALEMBANG - (1659-1823)

Secara struktural, Palembang memang terus menjadi
wilayah protektorat dari kekuasaan dinasti Jawa yang tetus
berganti. Akan rtetapi, raja-raja Palembang sejak di bawah
kekuasaan Majapahit sampai dibubarkan oleh Belanda cukup
independen dan berasal dari satu keturunan pula. Dan hatus
digarisbawahi bahwa sejak masa Majapahit Palembang telah
diperintah oleh raja-raja yang muslim, mulai Raja Ario Damar
(beliau dipercaya akhirnya memeluk agama Islam) dilanjutkan
dengan dinasti keluarga Raden Patah—pendiri kerajaan [slam
Demak—yang ayah kandungnya adalah salah satu raja di
kerajaan Majapahit. Ario Damar senditi belakangan mengaﬂiﬂl
ibu Raden Patah setelah bercerai dati ayah kand '
Pangeran st Kertabumi (Raja Majapahit setelah Sri Ke
Berarti Ario Damar, yang merupakan sepupu ayah Rad
adalah ayah tiri Raden Patah. Yang ingin dikemuk
bahwa Palembang telah dipetintah oleh raja-raja r
sekurang-kurangnya 2 abad sebelum resmi men

Islam tahun 1659. Untuk lebih jelasnya sﬂsﬂah
dilihat dalam skema di bawah ini.

Edisi 17, Desember 2016
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Hubungan Ker. Majapahit, Demak dan Pajang

ISTRI «—— ARIO DAMAR@I—o ISTRI “!__,

(Adipati [
Majapahit di
Palembang) l
Raden Rahmar
Raden Patah (Raja
Demak 1)
v
Raden Husawn
v
Puteri Ario Damar PR
Raja Demak [11
(1521-1546)

e
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PRABU
SRI KERTABUMI

1474-147%)

Puteri ¢———————» Sultan Hadiwijaya n&ﬂ?,p,in'
tﬂ;mdi!i a!&mJ

PENGUASA KESULTANAN PALEMBANG

Raden Patah (Di Demak)




2 e -me.m\:w;\;':!j_t;jig,-.ggm B, 5
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— SISITAH YANG MEMERINTAH KESULTANAN PALEMBANG

Pangeras Sedo Ing Lastan

§
Ki Gede Ing Suro Tuo * 1539-157
{anak’
.
Ki Gede Ing Suro ir * 1572-1580
((kemsenakan)
z i
.
E Pangeran Kemas Depari *1589-1594
| (cucu)

i

v

Madi Ing Angsoka *1594-1627
(anak)

(Dimmyzwmgan:mdmdmtditmpu)

Madi Alit 16271620
(saudara)

:

Sedo Ing Puro atau Raden Ana *1629-1636
(saudara)

Seding Kenayan *1636-1652
(sawdara)
(kawin dengan Ratu Sinuhun atau gemerasi ke 6 Maulana Malik Ibrahim)
ketimbang Seding Kenayan)

Seding Pesanyan *1652-1653
(Ipar yaitu adik Ratu Sinuhun)
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A [;ls‘\‘?“."”km I);il(;ﬂﬂ)ftﬂg meyakini bahwa UUSC adalah
karya Ratu Sinuhun dan dipandang sebagai sumber tradisi dan
asal muasal adat dan budaya mereka. Kalay keyakinan turun
temurun dan tersebar luas ini dipercaya maka a&inya undang-
undang pemerintahan dan hukum-hukum kemasyarakatan vang
resmi dan tertulis telah dibuat dan dimiliki kerajaan PalcmBang
setidaknya sejak pertengahan abad 17. Keyakinan masvarakat di
atas ternyata cukup kuat untuk diperpegangi karena( terdapat
bukt bahwa raja Palembang juga telah membuat kontrak tertulis
dengan Belanda yang disebut Pragem. Piagem ini tercatat dibuat
tahun 1642, dan ini adalah masa pemerintahan Ratu Sinuhun
atau suaminya berkuasa.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa materi UUSC
adalah hasil susunan masyarakat yang diajukan kepada Raja
Palembang yang berkuasa waktu itu. Pendapat ini beralasan
mengingat dokumen pertama yang didapatkan Belanda ditulis
dalam bahasa Arab Melayu padahal kalau itu berasal dan Raja
Palembang (apakah ima Ratu Sinuhun atau lainnya) dipastikan
akan bertuliskan bahasa Jawa dengan aksara Arab yang disebut
Pegon, seperti halnya dokumen Piagem. Begitupun, kalau
didasarkan pada redaksi undang-undang itu sendiri serta fungsi
dan tunjukan perintahnya, lebih tepat untuk menyimpulkan
bahwa UUSC dirancang oleh pihak kerajaan tetapi tentu saja
dengan sepengerahuan dan kesepakatan rakyat Palembang yang
menjadi objek aturan undang-undang tersebut. Bagaimanapun,
keberlakuan undang-undang ini di sepanjang sejarah Palembaog
menjadi bukd paling kuat bahwa UUSC adalah refleksi tradisi

' panc p rakyat Palembang.
a8 -' wq‘ ar ya kCSU.ltaﬂaﬂ Cﬂhuﬂ 1823’

ouri keberadaan dan pclaksaqaan
ah Belanda menghadapi kesulitan
lakan atau resistensi rakyat di
perhatian, teatunya setelah
ohat ahli mereka :cr;mng
LIS ternyard, S¢ agal
. =a‘= m dan

v"]ul

disi 17, Desember 2016
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mengikat rakyat daerah pedalaman (uluan) Palcmbang. Bary
pada tahun 1852, Belanda berhasil mengerahkan suatu tim untuk
mendesain materi baru UUSC dengan tujuan merubah
dan tatanan sosial masyarakat yang menol
terhadap Belanda yaitu masyarakat Uluan.
Langkah perubahan hukum ini dilanjutkan dengan
perubahan susunan kekuasaan dan pcrangkat—perangkat
pemerintahan dari atas sampai paling bawah, vang hal inj
merupakan ceritera klasik strategi Belanda. Tim tersebut beketja
di bawah perintah Kolonel Braw kepada asisten residen Tebing
linggi, JFRS. van den Bossche. Van den Bossche laly
mengumpulkan seluruh undang-undang dan hukum adat yang
ada di tangan masyarakat Palembang saat itu yang mencakup
‘Undang-Undang Ratu Sinubun dan Cinde Balang', “Undang-Undang
Simboer Tjahaya Karta Empat Bicara Lima serta ‘Piager’’ senditi
(kontrak Palembang dan Belanda). Seluruh undang-undang ini
| diedit dan disistematisasi oleh van den Berg, lalu diseleksi,
; dirubah, dimodifikasi dan diadaptasi sesuai tujuan kolonialisme
‘ Belanda. Kecuali Pigge, UURS dan UUSC Karta 4 Bicara 5
dikumpulkan berdasarkan informasi oral masyarakat karena teks
aslinya telah hilang. Selanjutnya hasil pengumpulan dari berbagai
sumber ini, yang memakan waktu selama 2 tahun, disusun dan
dikodifikasi dalam tulisan bahasa Arab Melayu dan diserahkan
kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Kodifikasi ini,
dicetak pertama kali tahun 1897, diberi nama oleh Belanda
dengan UUSC untuk meyakinkan masyarakat akan keabsahan
dan ototitasnya dan tidak jauh berbeda dengan undang-undang
sultan yang asli. (L.W.C. van den Berg, 1894:4 ; Husni Rahim,
1998:79-84 ; Ma’mun Abdullah dalam Gadjahnata, 1986: T7-94).
Selama pemetintahan Belanda, Undang-Undang Simbur
Cahaya susunan pemerintahan Belanda tersebut tersebat 1uas
dan mengalami berbagai revisi. Akibatnya muncul sejumlah
UUSC. Terdapataya sejumlah versi berbeda ini juga diakiba
oleh pgnduplikasian yang = sewajarnya  memun
peﬂnasaiahm akurasi dan penafsiran-penafsiran.
AETDDAL SR W Aok et UUISC vates vearsi tibnn

petsepsi
ak membayar pajak

R PP TR T ——

e By \ i B i ! e T T
o R 17, Dasember
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1875, 1894-1897, 1922, 1939 dan 1994. UUSC dalam aksara
Arab Melayu d@ctak pertama kali pada tahun 1897 sedangkan
dalam aksara Latin pada bulan Januari 1939, Setelah meneliti dan
membandingkan kedua versi aksara Arah (1897) dan Latin
(1939) ini, Abu Hanifah menemukan banyak perbedaan antara
keduanya. Lalu dia mencetak ulang versi yang awal vaitu aksara
Arab 1897 tetapi dengan merubahnya ke aksara Latin dan
tulisannya disesuaikan dengan ejaan EYD.

Selain itu dia juga melakukan pembetulan-pembetulan
tedaksi dan susunan bahasa.(Abu Hanifah, 1994: Budenani, n.d).
Hasil bacaan dan editan Abu Hanifah ini kemudian dicetak dan
menjadi naskah undang-undang simboer cahaya versi 1994.
Naskah versi 1994 yang dikerjakan Abu Hanifah inilah yang
akan menjadi rujukan dalam pengkajian undang-undang simbur
cahaya dalam makalah ini. Naskah ini berisikan 5 bab yaitu Bab
Adat Bujang Gadis Kawin; Bab Aturan Matga; Bab Arutan
Kaum; Bab Aturan Berladang; dan Bab Adat Perhukuman.
Sekedar perbandingan mengenai perbedaan yang terjadi, dua
naskah terdahulu yaitu naskah tahun 1873 dan 1875, yang
pertama isinya terditi dari 7 bab (4 bab sama dengan di atas di
tambah Bab Aturan Dusun, Bab aturan Waris dan Bab Nyabung
Ayam serta tidak terdapat Bab Aturan Kaum) dan yang kedua
terditi dari 6 bab (Bab Adat Bujang Gadis Kawin; Bab Aruran
Kaum; Bab Aturan Marga; Bab Aturan Perhukuman dan Bab
Atutan Pajaks ditambah Bab tentang Aruran Uang Denda ). Hasil
Studi tethadap manusktip-manusktip UUSC!
Menpinforr asikan bahwa bab waris pada naskah 1873
- dan « ke Bab Perhukuman pada naskah

fa pasal 52 sampai 54 dan pasal

Confluence of the Adat,
_:_ “{uy‘," (Laden : Leiden




682 Jurnal Penelitian: Medan Agamg

UUSC dan Sistem Budaya dan Politik Masyarakat
Palembang

Untuk sampai kepada pemahaman tentang isi dati UUSC
petlu dipahami sistem budaya dan hukum masyarakat
Palembang. Di bawah ini hal tersebut akan diuraikan secara
ringkas dalam rangka melihat kesesuaian antara tradisi maupun
sumber-sumber lain yang mempengaruhi UUSC dengan materi
UUSC itu sendiri.

Sistem politk : Pertama sekali yang harus dipahami
adalah bahwa raja-raja dan sultan Palembang adalah masyarakat
pendatang yang meteka ini menjadikan Palembang sebagai
kampung halaman mereka kedua dan meletakkan diri mereka
sebagai nenek moyang generasi Palembang melalui apa yang
disebur dengan proses-proses budaya seperti naturalisasi,
akulturasi, asimilasi dan sebagainya. Akan tetapi, karena faktor
geografis dan latar belakang sejarah wilayah tersebut, tetlepas
dati kekuasaan mereka yang telah begitu lama di Palembang,
pihak kerajaan Palembang tidak dapat atau tepatnya tidak mau
melakukan politkk naturalisasi dan  unifikasi kekuasaan.
Konsekwensinya, di Palembang tidak terjadi pembentukan
budaya tunggal atau—dalam istilah seorang ahli teori akulturasi,
Kennedy—asimilasi satu arah melainkan asimilasi paralel.

Jadi secara politik dan sosial, masyarakat Palembang
terbagi kepada Daerah lliran dan Uluan. Daerah Iliran adalah di
mana kekuasaan raja-raja dan sultan bersifat langsung dan penuh
sedangkan daerah Uluan adalah metupakan semacam daerah
istimewa!64 yang memiliki latar belakang budaya dan konsep
politis tersendiri baik dalam memerintah maupun dalam
mcmbangun hubungannya dengan kekuasaan pusat. Yang -
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sambil tetap mengikatkan diri mereksq sebagai bagian dari rakyat
kerajaan Palembang. Independensi tersebus juga terbaca dari
pasal-pasal UUSC di mana hampir 95 persen permasalahan
mereka diserahkan penyelesaiannya kepada mereka sendiri.
Begitu juga semua penghasilan takyat Uluan masuk ke kas
pemerintahan daerah Uluan itu sendiri. Pembetian penghasilan
kepada pangeran raja atau sultan di pusat dipandang hanya
sebagai cindera mata persaudaraan dan penghormatan, bukan
sebagal upeti yang ditetapkan. (William Collins, 1979;97-108)

Di daerah TIliran, masyarakatnya terdiri dari pertama; para
keturunan raja beserta keluarganya dan seluruh yang memiliki
pertalian keluarga dengannya (pangeran, raden, mas agus);
kemudian orang-orang yang bukan keluarga raja tetapi memiliki
kedudukan terhotmat dan atau diberi kehormatan dengan gelar-
gelar misalnya kiai mas, ki agus, dlsb; dan selanjutnya kelompok
takyat biasa yang disebut miji dan senaw. Hal ini berbeda dengan
struktur sosial daerah Uluan yang tidak terbangun berdasarkan
tingkatan golongan dan ketetbedaan darah turunan, yang
menyerupai dan dipengaruhi oleh sistem sosial di Jawa, tetapi
berdasarkan sistemn marga dan kelompok tempat tinggal. Dalam
pelaksanaan pemetintahan, daerah Iliran diperintah oleh Sultan
yang dibantu oleh 4 menterinya dengan jabatan, 1. Patih, 2.
Adipati, 3. Penghulu, dan 4. Sahbandar. Adapun di Uluan, setiap
marga dikepalai oleh seorang kepala marga disebur Pasirah, dan
tiap-tiap dusun di dalam satu marga dikepalai oleh kepala dusuq
yang disebut proatin yang masing-masing proatin membawahi
kﬂpﬂ&'kepala kampung dalam dusun tersebut (penggawa).

i oGl vt o terlihat dalam susunan pejabat agama.
a n keagamaan mengikuti tngkatan
lebih teratur dan lengkap,'®®

o mulai tingkat paling tngg yaitu
% My penght, enudian 2 hah
 dan marbot dan saru orang bilal untuk
. Jumlah wi dirancang untuk
atily pﬂld‘P’J lmm m
hat agama tidak bise ndsk
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maka di daerah Uluan hanya ada lebai penghulu vang dibanty
oleh khatib di tngkat dusun. Urusan hukum dan agama dalam
masyarakat Uluan tdak ditangani khusus oleh lebai penghuly
atau terpisah dari Pawrah melainkan betsama-sama dengan
Pasirah. Pasirah ini kemudian menjadi perantara  antara
pemerintah pusat di daerah Iliran dalam mengatur pembagian
penghasilan dan masalah-masalah banding perkara. Di daerah

Uluan ikatan antara penguasa adat dan pengurus agama tetjalin
erat.

Sistem Budaya: Budaya Jujur dan Ambil Anak. Di daerah
Uluan berlaku adat perkawinan dengan sistem jujur dan ambil
anak. Dengan sistem jujur, pihak keluarga perempuan meminta
bayaran yang sangat tinggi kepada si laki-laki. Pihak laki-laki
harus membayar lunas dan kalau dia meninggal sementara uang
jujurnya belum lunas maka pembayarannya dibebankan kepada
ahli warisnya. Karena tingginya bayaran tersebut dan laki-laki
seting belum dapat memenuhinya pada saat akan menikah maka
diberlakukan suaru adat lain sebagai jalan keluarnya yaitu si laki-
laki boleh kawin dengan uang jujur hutang, yang harus dibayar
dengan tinggal dan bekerja sebagai buruh di dalam keluarga
perempuan sampai dia dapat melunasi uang jujurnya. Dengan
adat yang sedemikian rupa, sangat terbuka kemungkinan
terjadinya penindasan terhadap perempuan sebab ketika si laki-
laki dapat melunasi uang jujurnya, si perempuan dianggap
dikuasai secara mutlak tidak hanya oleh suaminya tetapi juga
oleh orangrua dan keluarga suaminya. Si istri dituntut menjadi
pengabdi yang menebus uang jujur yang telah djkelua_rkaﬂ‘
suaminya kepada orangtuanya. Istri harus sepenuhnya mengabdi
dan tinggal di kampung keluarga laki-laki bahkan walaupun
suaminya sudah meninggal dia tidak boleh kembali
kampungnya atau ke rumah orangtuanya. l.ebih mengenas
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lagd, sampal kapanpun si istri tetap berstatus dan disikapi sebagai
pendatang di keluarga dan kampung marga suaminya.

‘ Adapun adat Ambil Anak adalah kebalikannya. Adat ini
adalah kondisi di mana pihak laki-laki sangat miskin dan tidak
mungkin membayar jujur, maka dia diwajibkan tinggal di
kampung istrinya dan menyerahkan kemerdekaan, jiwa serta
raganya bekerja pada keluarga perempuan seumur hidupnya.
Adat ini jelas bernuansa perbudakan. (William Collins, 1979:97-

108).
Adat kebiasaan di atas memiliki dampak sosial dan

ekonomi yang pada gilirannya mengganggu pemasukan atau
devisa bagi pemerintahan Belanda, hingga membuat Belanda

turun tangan untuk menghapuskannya.
UUSC dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Masyarakat

Palembang : Analisis terhadap Bab Perkawinan, Waris dan
Aturan Kaum (Tugas Pejabat Agama).

1. BAB “BUJANG GADIS KAWIN>

Pasal 1-5 : mengatur pelarangan adat §ujur’ (sejalan
dengan pasal 28 Bab 2 tentang larangan adat ambil anak).
Sebagaimana dipahami, adat §ujur’ dan ‘ambil anak’ di
atas jelas bertentangan dengan ajatan Islam yang mempermudah
d‘an memperingan mahat. Kalau mahar saja diperintahkan untuk
diperingan apalagi biaya-biaya perkawinan yang harus diserahkan
kepada orang tua mempelai perempuan. Pasal yang melarang
amran adar ini tidak terdapat pada naskah versi sebelumnya.
Belakangan UUSC editan Belanda merubah dan melarang adat
o an adat tersebut—dalam beberapa versi
. diarur dan  dibolehkan—adalah
dilakukan atas desakan Belanda
epentingan mercka. Maksudnya,
kiran dan kesadaran hukum
api pemerintahan Belanda
t perkawinan dan pada
nduduk menijadi rendah.

ol B
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yang mengerjakan petkebunan dan ladang-ladang menjadj
sedikit, artinya semakin sedikit pula hasil ladang penduduk yang
dapat mereka ambil.

Pasal 6-11 : tentang melarikan anak gadis baik mereky
berzina atau tidak dan juga aturan tentang perempuan berzina
dan hamil di luar perkawinan.

Dipastikan aturan ini tidak ada mengalami perubahan dari
naskah yang paling awal. Pasal ini menginformasikan
petlindungan sosial dan keamanan dari penguasa kepada
masyarakatnya serta kehidupan kemasyarakatan yang teratur dan
beretika. Dalam pasal-pasal ini dapat dibaca tentang denda-
denda yang dibebankan kepada laki-laki yang melarikan anak
gadis serta pemaksaan untuk mengawininya. Tetapi tidak
diterangkan proses pernikahan dan masalah wali nikah bagi
perempuan yang tidak dapat meminta restu atau ditolak oleh
orang tuanya.

Yang unik adalah sanksi zina yang tidak mencolok dan
bersifat solusif. Jangankan dengan pendapat figh, banyak hukum
adat yang memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku zina
sepertt  diusir dari suatu kampung karena dianggap akan
mendatangkan malapetaka bagi seluruh kampung. Dalam
undang-undang ini si pelaku dipaksa kawin dan hanya
memmberikan tebusan kepada pemangku adat. Tidak disinggung
akibat hukum dari anak yang dikandung di luar nikah.

Pasal 13-17 : tentang janji kawin, pembatalan kawin dan
tuntutan janji kawin.

Hal ini ddak berkembang dalam wacana figh klasik, yang
cuma menyinggung tentang tata-cara pertunangan atau AAitpal.
Yang menarik adalah bahwa aturan adat ini benar-benat mode
dan futuristik sebab kenyataannya sekarang, di negara
muslim yang mengalami modernisasi hukum islam.
revolusioner, aturan ini telah menjadi hukum positif d

dalam undang-undang hukum keluarga. Negara Tuf

yang paling maju dengan memberikan hukuman dan sz
lebih berat. (Tahir Mahmood, 1987; 269)
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Pasal 18-24 : tentang adab pergaulan dan jaminan
petlindungan perempuan

Pasal-Pasal ini sangat revolusioner karena memberikan
jaminan  perlindungan yang cukup besar kepada kaum
perempuan, yang pada masa ini justru belum dipraktekkan oleh
negara-negara Barat yang dipandang pionir dalam petlindungan
kaum perempuan. Contohnya, hukuman denda bagi pelecehan
memeluk (tanpa izin si gadis) disamakan dengan hukuman

-

perkosaan.

Pasal 25 : tentang mengganggu istti orang dan istri yang
masih dalam %ddah

Tetlihat bahwa hukum 9%dab  telah dipraktekkan
walaupun nafkah %ddsh tidak diterangkan secara rinci. Mateti
natkah %ddap ini sendiri sekarang merupakan poin yang termasuk
mengalami pergeseran cukup jauh dati pandangan figh klasik
dalam  hukum keluarga negara-negata muslim. Bahkan,
sumbangan pemikiran hukum lokal di negara Irak dan Turki
@sahy'a telah mengkriminalisasi pelanggaran kewajiban nafkah
“dah ini. Dalam undang-undang simboer tjahaya, menatik untuk
melihat perbedaan yang dilakukan dati figh klasik yaitu bahwa
masa %ddah hanya dua; pertama, 3 bulan 18 hari dan kemudian
€mpat bulan sepuluh hati bagi yang suaminya meninggal Berarti
fs.tu yang hamil dan wanita berhenti haid tidak memiliki masa
iddah tersendir,
Pasal 30 : tentang meminang dalam pinangan
Jumhur mengharamkan tindakan meminang dalam

Aturan ini juga tercantum dalam undang-undang

“dan dapat dikatakan sebagai aturan yang betlaku

an jabatan pengurus agama.
telah terbentuknya sistem
ratkan cksistenst kehidupan
tersebut. Dipastikan bahwa
ebai penghulu ini telah ada
g asli yang dibuar sejak

‘ m 246
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pertengahan abad 17. Hal ini didasarkan pada kontrak plagem
yang menyebut eksistensi pejabat tinggi agama di lingkungan
kesultanan (opperpriesteer). Juga didukung dengan adanya bah
khusus tentang ‘kaum’ sejak UUSC versi awal (1875). Dalam
adatrechtoundels dinyatakan bahwa di seluruh TIndonesia, raad
agama hanya ditemukan di kota Palembang dan lembaga ini
telah terbentuk sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di
Indonesia. Berkenaan dengan kedudukan lebai penghulu, tetlihat
bahwa Pasirah (kepala adat dusun) memiliki kuasa besar untuk
menunjuk pejabat lebai penghulu. Selain itu, lebai penghulu
memiliki atasan dan tanggung jawab ganda, pertama terhadap
Pasirah dan kedua terhadap penghulu nata agama di Iliran, yang
secara struktut juga merupakan atasannya.

Pasal 8-19 : tentang tugas-tugas lebai penghulu dan
khatb
Terlihat sedikit sekali cakupan wewenang hukum lebai
penghulu dibanding seorang Pasirah (kepala adat dusun). Izin
nikah ditentukan oleh kepala dusun. Aturan zakat fitrah dan
zakat harta lainnya yang pengelolaannya di bawah wewenang
lebai penghulu udak menggunakan kata kewajiban dan
pemaksaan. Kalkulasi zakat tanaman ddak berdasarkan aturan
hukum figh dan distribusi zakat fitrah dikonsentrasikan kﬁp’r’a_d"‘l
pengurus keagamaan masyarakat atau tidak menurut asnaf (ih-
pasal 10-11).

Pasal 18 : tentang pemeliharaan anak yatm.

Tercantumnya materi pemeliharaan anak yatim dalam
undang-undang simboer tjahaya ini merupakan manifestast

lainnya akan fungsionalisasi ajaran dan hukum Islam setta £
terbentuknya sistem sosial yang

islami dalam ma
Palembang sejak abad-abad ini. Dalam pasal ini juga diten
kata bahasa Arab #rkas, yang menandakan bahwa UU! C st
banyak telah merujuk juga kepada aturan hukum - :
1 Tetapi sejavh mana UUSC melakukan kesenjang
petgeseran dari pendapat figh klasik dalam masalah b
| dapat dilihat pada ulasan bab berikut.

3. BAB “PERHUKUMAN” (Pasal 52-54. 58)

ey T e TR T
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Pasal 52, 54 : Warisan bila suami dan istti meninggal

Disini telah berlaku hukum adat tentang harta
sepencarian. Terlihat bahwa hukum adat ma§ih mc:ndominasi
dalam masalah watisan. Istri yang ditinggal mati suami mendapat
bagian harta sepencatian yaitu separuh saja dan separuhnya
untuk anak. Bila tidak ada anak maka untuk saudara suami.
Begitu juga halnya bila istri meninggal, suami mewarisi bagian
harta sepencarian sepatuhnya dan separuhnya lagi menjadi
bagian anak dan bila tidak ada anak maka menjadi bagian
saudara istfi.

Walaupun belum menerapkan aturan hukum islam tetapi
dibanding naskah sebelumnya (tahun 1873), aturan dalam
naskah ini telah lebih memenuhi rasa keadilan dan dipengaruhi
prinsip islam. Dalam naskah 1873 (diatur dalam bab tersendiri
wntang warts yang terdiri dari 13 pasal), sesuai dengan adat
“bujang gadis kawin” yang berlaku dan belum dilarang oleh
Belanda, maka bila istti dikawini dengan adat Gujur’ suami
mewatisi seluruh harta istri bila istti meninggal sedangkan kalau
dikawini dengan ambil anak (penyerahan diri untuk bekerja
kepada keluarga perempuan) maka suami tidak mewarisi apapun

dati harta istrinya (pasal 1-2). Kemudian lagi, terdapat aturan
bahwa anak yang lebih tua mendapat bagian lebih besar dari
yang lebih muda, yang benar-benar merupakan sumbangan
tadisi lokal. Akan tetapi, aturan al-Qur’an bahwa bagian laki-laki
duf kah hP‘dt bagian perempuan telah diadopsi dalam naskah
8T8 in ). Pasal (4) dalam naskah versi ini malah
an hukum islam karena menyeburt orang
ak waris anaknya sendiri, jauh dari
pewarisan adalah konsekwensi
h dan perkawinan, dan dibatalkan
n murtad.
| orang yang meninggal

telah mengikuti aturan al-
1 dibayar atau dikeluarkan

1 dengan naskah versi 1873
’- 5). Bila harta warisan tdak




iy f;y‘r:
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mencukupi maka ahli waris mendapat  kewajiban untuk
menyelesaikan hutang si mati. Dalam hal ini s 1Stri mendapat
beban untuk membayar separuh sementara anak vang ketikg
orang tuanya meninggal masih kecil (belum dewasa), ia tidak
mewarisi hutang orang tuanya. Terlihat bahwa beban
pembayaran hutang oleh ahli waris tergantung dari banyak
sedikitnya bagian yang diterima ahli waris. Dalam versi tahun
1873 (pasal 5) secara tegas menyebut bahwa ahli waris bily tidak
menerima warisan maka tidak dibebankan hutan
memungkinkan si waris unwk menolak warisan bila ingin
menghindar dari tanggung jawab hutang, sesuatu yang tidak
sesual dengan semangat keterikatan dan sepenanggungan yang
dimunculkan dalam hukum waris al-Qur’an.

Akhirnya, ketentuan tentang kelompok ahli waris dan
ketentuan pembagian warisan dalam undang-undang simbor
cahaya belumlah mengikuti aturan hukum figh. Tentang siapa-
siapa yang menjadi ahli waris serta jumlah bagiannya dalam satu
kasus waris ditentukan tidak hanya oleh seorang lebai penghulu
tetapi juga dicampuri oleh kepala dusun yang menjadi kepala
adat.

Kesimpulan

Penelidan  terhadap aspek-aspek  manifestasi  dan
sosialisasi Islam pada abad-abad kesultanan ini jelas akan
menguak khasanah kekayaan Islam Indonesia yang sangat
berharga dan karemanya harus segera dilakukan dan
dikembangkan. Bukan saja karena secara material dan intclﬂiﬂlﬂl
memang mengagumkan tetapi juga karena memberikan pela]aif?ﬂ
bagaimana masyarakat bangsa ini sebelumnya memmuskﬂﬂ
identtas Islam mereka dalam konteks tradisi dan budaya 1 neresa.
yang hal ini penting bagi upaya perumusan identitas I
Indonesia masa sekarang, yang tampaknya menjadi
kompleks atau malah problematis.

Sejumlah pendapat telah menyimpulkan bat
Indonesia pada masa-masa kesultanan, terlepa
aspek kejayaannya, belumlah menempati tararan
penerapannya vang mutni  dan  akurat,

g. Hal ini
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dikemukakan adalah karena .kcdarangmj_n;ja vang melalui
penguasa. Maksudnya, islam akhirnya mcn;ad; agama penguasa
yang pelaksanaan dan pcnychargnnya lebih bernuansa dan
berorientasi politk dan ekonomi. Bahkan kalaupun secara
ptibadi penguasa tersebut menerima Islam dengan penuh
kesadaran, mereka tidak memberi perhatian yang sesungguhnya
pada program islamisasi dan penyebaran Islam. |

Untuk kasus Palembang, tampaknya memang sulit untuk
lebth mengkotfimasi teori yang mengagungkan keislaman
masyatakat atas teoti yang tidak mengakui kemurniannya.
Pembacaan tethadap pasal-pasal di tiga bab UUSC, nyatanya,
menghantarkan kita pada kesimpulan ganda berkenaan dengan
sostalisasi dan fungsionalisasi islam dalam kehidupan masyarakat
Palembang masa itu.

Pertama, secara umum pesan dan substansi aturan-aturan
UUSC memang telah menyampatkan nilai dan tujuan-tujuan
moral islami seperti nilai gotong-royong, etika pergaulan antar
jenis, petlindungan kehormatan perempuan dan jaminan sosial
masyarakat. Akan tetapi, dafi segi materi dan formil hukum,
Aturan-aturan UUSC belum dapar dikatakan berorientasi syat’i
dan merujuk kepada pandangan fizh. Hukuman dan denda-

tdak dapar dikatakan merujuk kepada pandanga.n-pandangan
ﬁqh. Bahkan, masih ada Juga satu dua aturan vang bertentangan
dengan ketentuan tegas al-qur'an misalnya aturannya tentang
Mahar dan kg fittah. Kedua, sejalan dengan kesimpulan
un  secara institusional dan administratif,
an islam telah terbentuk dan terstrukrur,
gsionaris keagamaan tersebur masih lebih
dan tidak memiliki kekuasaan praxis atau
nghulu yang diserahi fugas menangani
iraxkat, secara strukrural kenyataannya
adat ‘Pasirah’ ketimbang penghulu
lebih sibuk mengurusi keagamaan

Edisi 17, Desember 2016
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Dengan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan
bahwa hukum islam, dalam pergulatannya dengan hukum adat,
masih tertundukkan dan tidak mendominasi. Berarti UUSC lebih
dapat dikatakan sebagai undang-undang dan aturan hukum adat.
Dan kalau ini diterima sebagai proposisi pengamalan agama
islam, seperti yang diajukan di atas, maka pernyataan yang tepat
adalah bahwa walaupun agama Islam telah menjadi agama resmi
di pemetintahan kesultanan Palembang dan lembaga keagamaan
telah terbentuk dengan lengkap dari tingkat pusat sampai tingkat
marga, pengamalan dan pengaruh agama islam, artinya juga
hukum islam, dalam masyarakat masih belum benar dan
dominan.

Kesimpulan tentang kondisi kontradiktif keislaman
masyarakat Palembang ini ternyata telah diajukan juga dalam
beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya menjelaskan
faktor-faktor tidak meresapnya Islam secara sempurna ke dalam
prilaku masyarakat Palembang, vang terkait dengan faktor
politik, budaya dan sumber daya.

Faktor politis adalah bahwa walaupun Palembang telah
lama diperintah raja-raja muslim tetapi kota ini tidak memiliki
kesempatan penuh untuk mengembangkan kebijakan kotanya
sendiri termasuk dalam upaya penyebaran Islam. Kota
Palembang sejak awal, lebih-lebih setelah kedatangan Belanda,
sibuk dalam politk aliansi yang terus bergant serta tetjebak
dalam posisi hubungan perruanan dan yang dipertuan (overlord-
vassal) dengan penguasa-penguasanya di Jawa. Sampai waktu
yang lama Palembang baru mampu mengembangkan Islam pﬂdﬂ

tataran simbol seperti gelar-gelar sultan, lembaga-lembaga
kepenghuluan, bangunan mesjid dan kegiatan sete

keagamaan lainnya. (van Sevenhoven, 1971; Husni Rz
64)

Selanjutnya adalah faktor kecenderungan kul
dan orlentasi priyayi keraton. Di daerah Iliran, pejak
dijabar oleh keluarga sultan dan artinya adalah kel
juga. Kalaupun tdak dar keluarga sultan

ditanjuk sebagai penghulu dimasukkan sebz
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dan diberi gelar pangeran. Yar?g tercipta .adalah lfultur
kesejajaran dan harmonisasi. Begitu juga h;iln_v.a dtidacrah Uluan.
Di sini memang tidak mengenal kclr;mp(.;k priyayi dan’ yang ada
hanya kepala-kepala dusun. Tetapi lebai penghp!u dlpll%h dan
ditentukan oleh kepala marga dan selalu mc:nampdkan kegasgrjng
dengan kepala marga juga kepala dusun. Kondisi harmonisasi ini
tidak membangun suasana persaingan, perbenturan  dan
perbedaan sikap yang dapat memunculkan kritik-kritik dan
akhitnya, menghidupkan pemikiran dan pendapat-pendapat
altetnatif. Artinya lagi, tdak berkembangnya kecenderungan
konflik seperti yang menjadi karakter figh. Hubungan kepala
martga dengan penghulu bersifat kompromistis. Kepala marga
dan lebai penghulu di wilayah Uluan selalu bersama-sama dalam
rapat-rapat dan sidang-sidang peradilan. Dan dalam semua rapat-
rapat tetsebut, baik rapat besar maupun kecil, kitab rujukannya
adalah UUSC. Lebai penghulu tidak menjadikan kitab figh
sebagai prioritas dan terjadi kelonggaran dalam penafsiran dan
pengamalan kitab figh oleh penghulu untuk menghindati konflik
dengan kepala dusun atay matga. (Taufik Abdullah, 1987: 21.

5 Selanjutnya, sultan Palembang tidak didarnpingi oleh
Bama yang kuat dan cukup ahli seperti yang tetjadi di Aceh
anten atau Gowa. Bar, Pada zaman kesultanan M. Badaruddin’

3 § melayy berupa sya'ir, h.i!;ayat,.
| Y& tentu berkengan dengan

BN B
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keislaman. (van Sevenhoven, 1971, Taufik Abdullah, 1987; 210.
211, Karel Stenbrink, 1984; 5-6, Husni Rahim, 1998; 119, Aze
1998; 245-246). :




695

| Ahmad. Swlalat al-Salatin. (Kuala Lumpur: np,
i ety

1984 M -~ elaah Keislz
B lj)n Saudi. Pengelolaan Tradisional Gender: Telaah Keisiaman
¢ruan, « ek,

Atas Naskah Simboer Tiahaya (Jakarta: Millentam Publisher,
g::g’) LWC. Van den. Oendang-Oendang Simboercahaya (Batavia
: Albrecht & Co, 1894) e
Budenani. Undang-Undang  Simburtjabaya  yany Iffff):l/éd! dt
Pedalaman Palembang (Jakarta: Kementerian Pdan K, nd). |
Collins, William Augustus. Basemah ¢ oncept: A Study of t/)e:
Culture of a Pegple of South Sumatera (Berkeley: University of
California, Phd Thesis, 1979).

Court, Major N.J. 4x exposition of the Relations of the British
Government with the Sultan and S tate of Palembang and the Deszony
of the Nederlands Government upon that Country. (1821)

Gadjahnata, KH.O dan St Edi Swasono. Masuk dan
Berkemb:mg@'a Istam di Sumatera Selatan (Jakarta: UT Press,
1980)

Hanifah, Apy. Um/amg(, ‘ndang Simbur ( .ahaya. (Jakarta: Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan
Kebudayaan, 1994)

Hooker, M B. “Towards A Legal History of Southeast Asia”

;anlmmp; ;8;2, Sti Mubin Sheppard (ed. ), Journal of the Malaysian
Iskandar.

R.gta/An'aﬁc Sociery, 0.p., vol. 6, no. 3, (1976)
5. %bmg Kraton Manuseripts ” dalam 4 Man
' WIQys in honour of Professor 4. Teeuw. Ed.
obson, VKI, 1986
% Otoritas dan Administrasi Ilam: spudys

ia masa kesultanan day &olonial Pa/embang

bmu Fentang lbukora Palernbang, Terj.
ta: Bhratara, 1971)

£disi 17, Desember 2015




B G e Y ’*’?f%

696

Jurnal Penelitian: Medan Agamq

Soepomo. Pertautan Peradilan Desa kepada Peradilan Gatbernemen
(Jakarta: Bhratara, 1972)

REFERENSI TAMBAHAN
Abdullah, Taufik. “Beberapa Aspek Perkembangan Islam di
Sumatera Selatan.” Dalam K.H.O Gajahnata dan Sti Edi
Swasono (ed.) Masuk Dan Berkembangnya Islam di Sumatera
Selatan (Jakarta: UT Press, 1986)

Azra, Azyamardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulanan
Nusantara Abad XVII-XV1II (Bandung : Mizan, 1994)
Mulyana, Slamet. Runtubnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya
Negara-Negara Islam di Nusantara (Jakarta : Bhratara, 1968)
Riddell, Peter. Islam and the Malay Indonesian W yrid:
Transmission and Responses. (Singapore : Horizon Book, 2001).

Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek Tentang Isiam di Indonesia
Abad ke 19. (Jakarta : Bulan Bintang, 1984,







